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Abstract 

The purpose of this research is to find out whether the implementation of the recruitment of 

Subdistrict/Village Supervisors in Pekanbaru City District is in accordance with applicable laws. The 

object of this research is the Pekanbaru City District Panwaslu Office. The sample in this research was 

the Panwascam, Pekanbaru City District. The types of data in this research are primary and secondary 

data that has been submitted and collected regarding the recruitment of sub-district/village supervisors 

in Pekanbaru City District. The theory used to support this acceptance evaluation analysis is the 

evaluation concept theory developed by Nurcholis. The research method used is a descriptive method 

with a qualitative approach. The techniques used in data collection are: interviews, observation and 

documentation. The results of this research indicate that the recruitment of Subdistrict/Village 

Supervisors in Pekanbaru City District has been carried out in accordance with applicable laws. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan penerimaan Pengawas 

Kelurahan/Desa di Kecamatan Pekanbaru Kota sesuai dengan Undang – Undang yang 

berlaku. Objek yang menjadi dalam penelitian ini adalah Kantor Panwaslu Kecamatan 

Pekanbaru Kota. Sampel dalam penelitian ini adalah Panwascam Kecamatan Pekanbaru Kota. 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang telah diajukan dan 

dikumpulkan yang terkait tentang Rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan 

Pekanbaru Kota. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis evaluasi penerimaan ini 

yaitu teori konsep evaluasi yang dikembangkan oleh Nurcholis. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada penerimaan Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Pekanbaru 

Kota sudah berjalan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. 

Kata Kunci: Evaluasi, Penerimaan, Pengawasan 

  

Pendahuluan 

Pemilihan Umum bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan negara. Undang – Undang Dasar 1945 pasca perubahan mengatur secara 

khusus ketentuan tentang Pemilihan Umum, yaitu pada Pasal 22E UUD 1945. Ketentuan ini 

mengamatkan pelaksanaan Pemilu secara berkala 5 (lima) tahun sekali, untuk memilih 

anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mencapai kualitas 
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Pemilu yang demokratis, UUD 1945 menentukan asas – asas Pemilu, yaitu langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain pemilihan nasional yang besar, pemilihan umum tingkat 

kelurahan/desa juga memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin dan perwakilan 

masyarakat di tingkat lokal. 

Agar pemilihan umum ini berjalan secara adil, bebas, dan jujur, diperlukan 

keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panawaslu) di tingkat ini menjadi suatu 

tahap yang penting dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Dalam tulisan ini, akan dibahas 

berbagai aspek penting yang harus dievaluasi dalam penerimaan Panwaslu kelurahan/desa 

dan pentingnya menjaga integritas demokrasi pada tingkat yang paling dekat dengan 

masyarakat. 

Suatu pemilu dapat dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua 

tahapan sampai terisinya jabatan – jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, 

Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu tidak 

bisa dikatakan berhasil jika mereka terpilih melalui cara – cara yang penuh dengan 

pelanggaran dan kecurangan yang tentunya bertentangan dengan asas langsung, umum, 

bebas dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara 

langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas 

tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur berarti bahwa pemilu harus 

dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap waga negara yang 

berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai 

yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak 

ada yang boleh suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang 

sama terhadap peserta pemilu atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya 

kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. 

Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan 

pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindak penyelenggara, peserta, pemilih, 

bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan 

pelaksanaan pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, asas luber menyangkut sifat objektif yang 

harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme pemilu, terutama pada saat seseorang 

melaksanakan hak pilihnya, sedangkan asas jurdil terutama terkait dengan sifat subjektif 

penyelenggara dan pelaksana pemilu yang harus bertindak jujur dan adil. 

Penerimaan anggota Panwaslu di tingkat kelurahan/desa adalah tahap awal yang 

krusial dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum di tingkat lokal berjalan lancar. 

Evaluasi penerimaan ini melibatkan berbagai aspek kunci yang memperngaruhi efektivitas 

dan integritas Panwaslu kelurahan/desa. 

Dalam mengevaluasi penerimaan anggota Panwaslu, perlu dipastikan bahwa 

krtiteria yang digunakan untuk pemilihan anggota adalah obyektif dan sesuai dengan prinsip 

–prinsip demokrasi. Kriteria ini mencakup integritas, kompetensi, independensi, dan 

keselamatan anggota Panwaslu. Independensi adalah salah satu elemen kunci dalam tugas 

Panwaslu. Evaluasi harus memastikan bahwa anggota Panwaslu benar –benar independen, 

yaitu tidak terikat oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Kemandirian ini adalah 

syarat mutlak agar Panwaslu dapat mengawasi pemilihan dengan jujur dan adil. 
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Anggota Panwaslu harus menerima pelatihan yang memadai untuk menjalankan 

tugas pengawasan dengan baik. Evaluasi harus mencakup pemastian bahwa pelatihan ini 

terintegrasi dalam proses penerimaan anggota. Proses penerimaan harus tranparan dan 

mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan 

dalam sistem pemilihan. 

Evaluasi juga perl memeriksa kinerja Panwaslu dalam menjalankan tugas 

pengawasan. Pemanauan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kelurahan/desa adalah 

tanggungjawab Panwaslu, dan efektivitas mereka harus dinilai. Panwaslu kelurahan/desa 

perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Hal 

ini mencakup akses ke informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemantauan dengan baik. 

Evaluasi harus mencakup hubungan dengan instansi terkait, seperti Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawalu) di tingkat lebih 

tinggi. Kerja sama yang baik dengan instansi ini adalah kunci untuk kesuksesan pemilihan 

umum. Panwaslu harus mendengarkan umpan bali masyarakat, baik mengenai proses 

penerimaan anggota mereka maupun tentang pelaksanaan pemilihan. Umpan balik ini dapat 

digunakan untuk perbaikan di masa depan. Pada penyelenggara pemilihan umum, 

keberhasilan penyelenggara tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh penyelenggara pemilu 

dari tingkat KPU hingga tingkat KPPS. Pada pelaksanaanya masing – masing memiliki peran 

dan tugas langsung berhadapan dengan para pemilih ataupun masyarakat sekitar dalam 

pelaksanaan pemilihan umum berada pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS) ( Pandiangan,2019). 

Evaluasi penerimaan Panwaslu kelurahan/desa adalah langkah penting dalam 

menjaga integritas demokrasi pada tingkat lokal. Dengan memastikan bahwa Panwaslu 

terdiri dari individu yang independen, kompeten, dan memiliki integritas tinggi, kita dapat 

memastikan bahwa pemilihan umum di tingkat kelurahan/desa berlangsung secara adil, jujur, 

dan sesuai denfan prinsip – prinsip demokrasi. Seiring berjalannya waktu, evaluasi ini harus 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya kita untuk menjaga demokrasi lokal yang 

kuat dan berfungsi dengan baik. 

Proses pembentukan calon anggota Panwaslu kelurahan/desa merupakan suatu 

tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 

Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan, yakni Undang –Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 

10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

19 Tahun 2017, tentang pembentukan, pemberhentia, dan pergantian antar waktu Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat 

Pemungutan Suara. Panwaslu adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap – 

tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses pembentukan calon Panwaslu  

harus benar – benar berpedoman pada asas – asas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, 

transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

akuntabilitas, efisien dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar – benar 

bisa memikul tanggungjawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut. Panitia 
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Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa merupakan yang berwenang mengawasi 

tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam 

Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) hruuf e Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

dilakukan oleh Bawaslu”. 

Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Pekanbaru Kota, 

Berdasarkan Surat Edaran dari Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor: 

002/KP.00.01/K.RA11/01/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu 

Kelurahan/Desa untuk Pemilu Serentak Tahun 2024. 

 

Tabel 1.  Susunan Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru 

Kota 2023 

No Nama Jabatan Dalam Pokja 

1 Yandi Ketua 

2 Dewi Mefta Sekretaris 

3 Fajar fadly Anggota 

4 Wiwit Oktavianti Anggota 

5 Rati Muspa Anggota 

6 Anicha Putri Catrini Anggota 

7 Faisal Al Fahreza Anggota 

Sumber Data :Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota, 2023. 

 

 Dengan ini Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Pekanbaru Kota 

melaksanakan rapat pleno pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan calon anggota 

Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 

bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota, yang dihadiri oleh Ketua 

Panwaslucam Pekanbaru Kota, Komisioner, Kepala Sekretariat beserta Staff Kesekretariatan. 

Dalam rapat pleno adapun hal yang dibahas adalah mengenai penanggung jawab pada 

kegiatan pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa, instruksi-instruksi dari Bawaslu Kota 

Pekanbaru yang perlu diperhatikan, serta langkah-langkah kerja yang akan dilakukan sampai 

terbentuknya Pengawas Kelurahan/Desa. 

Adapun susunan Kelompok Kerja pembentukan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa 

yang tertuang dalam berita acara rapat pleno (terlampir) pembentukan Anggota Panwaslu 

kelurahan/Desa se-Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Nomor: 001/RT.02/K.RA-11-

02/01/2023. 

Tugas Pengawas Kelurahan Desa: Pengawas kelurahan desa bertugas untuk 

memastikan terciptanya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di tingkat kelurahan desa. 

Mereka bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah setempat, 

mengawasi kepatuhan terhadap peraturan, dan memberikan saran serta bantuan kepada 

masyarakat. 

Kondisi Kecamatan Pekanbaru Kota: Sebagai salah satu kecamatan di Pekanbaru, 

Kecamatan Pekanbaru Kota mungkin mengalami berbagai tantangan sebagai pusat kegiatan 
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pemerintahan dan ekonomi. Adanya kepadatan penduduk, konflik sosial, kejahatan, dan 

masalah lainnya mungkin menjadi latar belakang penting untuk diterapkannya pengawasan 

yang efektif di kelurahan desa. 

Dukungan Pemerintah Daerah: Evaluasi penerimaan pengawasan pengawas 

kelurahan desa juga perlu mempertimbangkan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah 

setempat, melalui program dan kebijakan yang ada, dapat memberikan sumber daya, 

pelatihan, dan bantuan yang dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pengawasan di 

tingkat kelurahan desa. 

Adapun persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwaslu 

kelurahan/desa adalah sebagai berikut : 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;  

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan 

cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;  

4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;  

5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, 

ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;  

6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; 

7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP);  

8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;  

9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

pada saat mendaftar sebagai calon;  

10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;  

11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;  

13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;  

14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan  

15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh 

waktu apabila terpilih.  

Pendaftaran PKD yang telah diterima oleh Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota 

total 6 orang dan jumlah yang tidak diterima total 14 orang.  

Penerimaan pengawasan pengawas kelurahan desa juga sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif. Jika masyarakat merasa termotivasi dan 
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memiliki kepercayaan terhadap pengawas kelurahan desa, maka kemungkinan evaluasi 

penerimaan akan lebih baik. 

Melalui evaluasi penerimaan yang komprehensif, diharapkan dapat diidentifikasi 

poin-poin kuat dan lemah dalam pengawasan pengawas kelurahan desa di Kecamatan 

Pekanbaru Kota. Hal ini akan memungkinkan pengembangan upaya perbaikan yang tepat 

guna dan efektif dalam meningkatkan kinerja serta penerimaan oleh masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis meneliti tentang “Evaluasi Penerimaan 

Pengawasan Pemilihan umum Kelurahan Desa di Kecamatan Pekanbaru Kota” 

 

Metode 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. 

Lokasi penelitian penulis adalah Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota  di 

JL. T. Cikditiro No 28 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Panwascam di Kota 

Pekanbaru yang akan dijadikan sampel sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai 

karakteristik yang sama. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan 

melalui wawancara terstruktur serta diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada informan yang telah ditetapkan dan berkaitan langsung dengan rekrutmen 

pengawas PEMILU kelurahan/desa di Kecamatan Pekanbaru Kota. Data yang diperoleh 

adalah seperti:Identitas Informan danTanggapan informan terkait dengan judul penelitian 

evaluasi rekrutmen. 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber 

yang telah ada yang berkaitan dengan Evaluasi Penerimaan Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kelurahan / Desa Di Kecamatan Pekanbaru Kota. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, dokumentasi 

dan observasi. Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data maka 

peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis 

secara deskriptif, yaitu : menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan fakta 

lapangan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Konsep Contest Evaluation 

Dalam hal Contest Evaluation terdapat 4 pertanyaan yang penulis ajukan dalam 

wawancara kepada informan, wawancara pertama yang peneliti lakukan adalah kepada 

Ketua Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru Kota terkait dengan hal Contest 

Evaluation terhadap penerimaan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru Kota 

sebagaimana dengan pertanyaan yang diajukan yaitu yang pertama “Apakah perekrutan 

panitia pengawas kelurahan desa (PKD) merupakan program yang harus dilakukan dalam 

pemilu serentak 2024 ?, kedua “Apakah perekrutan pengawas kelurahan merupakan 

tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?”, ketiga “Apakah 

perekrutan PKD Pekanbaru Kota dilakukan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Pekanbaru 
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Kota?”,keempat “Apakah dalam perekrutan PKD Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota 

Pekanbaru?’. 

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pertama dengan Ketua Panitia Pengawas 

Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru Kota yakni dengan Bapak Yandi pada hari 

Senin 24 April 2024 pada pukul 09.00 WIB, pertanyaan yang peneliti ajukan adalah : 

“Apakah perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) merupakan 

program yang harus dilakukan dalam pemilu serentak 2024?” Pak Yandi menjawab  “Ya 

benar, karena dengan adanya PKD mereka dapat mengawasi berbagai kegiatan yang 

mengandung unsur Pemilu sesuai dengan SOP yang berlaku agar terlaksananya Pemilu 

dengan baik”. 

Kemudian pertanyaan kedua  yaitu “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan 

merupakan tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?” Pak 

Yandi menjawab “ Ya  betul, karena pada dasarnya perekrutan PKD memang tugas dan 

tanggungjawab kami sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. 

Pertanyaan ketiga “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru 

Kota dilakukan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?” Pak Yandi menjawab 

“Ya,karena tanpa adanya arahan dari pihak Bawaslu kami tidak tahu bagaimana prosedur 

kerja yang akan kami lakukan “. 

Pertanyaan keempat “ Apakah Perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan 

Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota?” Pak Yandi menjawab “ Ya, beberapa petugas 

dari pihak Bawaslu hadir dalam kegiatan perekrutan aggota PKD di Kecamatan Pekanbaru 

Kota”. 

Selain Pak Yandi peneliti juga melakukan wawancara dengan 6 anggota lainnya di hari 

yang sama yaitu dengan Bapak Faisal Al – Fahreza pada pukul 09.30 WIB masih dengan 4 

pertanyaan yang sama yakni “Apakah perekrutan PKD merupakan program yang harus 

dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?” Pak Faisal menjawab “ Ya PKD merupakan salah 

satu program yang harus dilakukan dalam Pemilu 2024”. 

Pertanyaan kedua “ Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan 

tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?” Pak Faisal pun 

menjawab “ Ya benar untuk perekrutan PKD sendiri memang merupakan salah satu tugas 

dan tanggungwajawab kami sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa 

Kecamatan Pekanbaru Kota”. 

Pertanyaan ketiga “ Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru 

Kota dilakukan sesuai dengan instruksi dair Bawaslu Pekanbaru Kota?” Pak Faisal menjawab 

“ Ya sejauh ini yang saya lihat dari perekrutan ini sesuai dengan instruksi dan arahan dari 

pihak Bawaslu”. 

Pertanyaan keempat “ Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan 

Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?” dan Pak Faisal menjawab “ Ya 

memang dalam perekrutan tersebut diawasi oleh pihak Bawaslu”. 

Selanjutnya saya juga bertanya di hari yang sama dan tanggal yang sama di waktu 15.00 

WIB dengan Ibu Dewi Mefta yang merupakan seorang Kepala Sekretariat di Panwaslucam 

Pekanbaru Kota masih dengan pertanyaan yang sama yaitu “ Apakah perekrutan Panitia 
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Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan program yang harus dilakukan dalam pemilu 

serentak 2024?”. Ibu Dewi menjawab “ Ya benar perekrutan tersebut memang bagian dari 

Pemilu 2024”.  

Pertanyaan berikut nya “ Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan 

tanggungjawab dan wewenang Kecamatan Pekanbaru Kota?” Bu Dewi pun menjawab “ Ya 

benar itu merupakan tanggungjawab kami”. 

Pertanyaan ketiga “ Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru 

Kota dilakukan sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?” Bu Dewi menjawab “ 

Ya semua memang dikerjakan berdasarkan arahan dari pihak Bawaslu Kota”. 

Pertanyaan keempat “ Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan 

Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru ?” dan Ibu Dewi menjawab “ Ya 

pastinya memang diawasi oleh Pihak Bawaslu Kota”. 

Wawancara selanjutnya peneliti lanjutkan di hari Jum’at 26 April 2024 pada pukul 08.30 

WIB dengan Ibu Wiwit Oktavianti masih dengan topik pertanyaan yang sama yakni 

pertanyaan yang pertama “ Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) merupakan 

program yang harus dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?” Ibu Wiwit menjawab” Ya 

memang merupakan program dari Pemilu serentak 2024”. 

Pertanyaan kedua “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan 

tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?” Ibu Wiwit menjawab 

“ Tidak”.  

Pertanyaan ketiga “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru 

Kota dilkaukan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?” Ibu Wiwit menjawab 

“ iya benar”.  

Pertanyaan keempat “Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan 

Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?” Ibu Wiwit menjawab “ Ya tentu 

memang diawasi”. 

Selanjutnya peneliti mengajukan wawancara kepada Bapak Fajar Fadly yang 

merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota di jam 09.15 WIB dengan 

pertanyaan yang sama yang pertama “ Apakah perekrutan Panitia Pengawas Kelurahan Desa 

(PKD) merupakan program yang harus dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?” Pak Fajar 

menjawab “ Ya hal tersebut merupakan salah satu program yang harus dilakukan”. 

Pertanyaan kedua “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan 

tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?” Pak Fajar menjawab 

“ Ya hal tersebut sekiranya memang tugas kami”. 

Pertanyaan ketiga “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru 

Kota dilakukan sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?” Pak Fajar memberi 

jawaban “ Ya itu dilakukan memang harus berdasarkan peraturan dari Bawaslu “. 

Pertanyaan keempat “Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan 

Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?” dan Pak Fajar menjawab “ Ya yang 

saya lihat dari proses perekrutan kemarin kita masih diawasi oleh pihak Bawaslu Kota”. 
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Wawancara terakhir yang peneliti lakukan di hari Jum’at 26 April 2024 pada pukul 11.20 

WIB bersama dengan Anicha Putri Catrini yang merupakan staff pelaksana. Dan masih 

dengan pertanyaan yang sama yakni pertanyaan pertama “Apakah perekrutan Panitia 

Pengawas Kelurahan Desa merupakan program yang harus dilakukan dalam Pemilu serentak 

2024?” Anicha pun menjawab “ Tidak, sebenarnya perekrutan PKD ini tidak hanya di Pemilu 

saja namun di Pilkada yang akan datang juga harus diadakan program ini”. 

Pertanyaan kedua “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan 

tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?” Anicha menjawab “ 

Ya itu memang tugas dari kami sebagai anggota apalagi saya juga merupakan staff 

pelaksana”. 

Pertanyaan ketiga “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru 

Kota dilakukan sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?” Anicha menjawab” Ya 

kita bekerja juga sesuai dari arahan pihak Bawaslu dan Ketua “. 

Pertanyaan terakhir “Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan 

Pekanbaru Kota diawasi oleh pihak Bawaslu Kota Pekanbaru?” Anicha menjawab “ Tidak, 

bagi saya kemarin waktu proses perekrutan saya pribadi tidak melihat adanya pihak dari 

Bawaslu, atau dikarenakan saya terlambat datang kemungkinan”. 

Untuk wawancara selanjutnya peneliti lakukan di hari Senin 29 April 2024 pada pukul 

14.00 dengan seorang staff pelaksana yaitu Rati Muspa dengan pertanyaan yang sama yang 

pertama “Apakah perekrutan Panitia Pengawas Kelurahan Desa merupakan program yang 

harus dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?” Rati pun menjawab “ Ya, kegiatan perekrutan 

ini merupakan salah satu program yang mesti dilakukan untuk Pemilu serentak 2024”. 

Pertanyaan kedua “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan 

tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?” Rati menjawab “ Ya 

itu pasti memang tugas kami”. 

Pertanyaan ketiga “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru 

Kota dilakukan sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?” Rati menjawab” Tentu 

iya, karena kalau kami melanggar aturan yang diluar intruksi pihak Bawaslu maka akan 

menjadi permasalahan”. 

Pertanyaan keempat “Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan 

Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?” dan Rati pun memberi jawaban “ 

Pastinya kita diawasi oleh pihak Bawaslu”. 

Kesimpulan yang peneliti ambil dari indikator Contest Evalution ini adalah bahwa 

Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya  

dengan baik dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota. Hal ini 

dapat dilihat dari jawaban yang diberikan informan kepada peneliti mengenai indikator 

Contest Evaluation. 

Konsep Input Evaluation 

Dalam hal Input Evaluation, ada enam pertanyaan yang penelitii ajukan dalam 

wawancara kepada informan yakni : pertama “ apakah perekrutan pengawas kelurahan telah 

dilakukan sesuai engan UU Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum?”, kedua “Apakah 

dalam perekrutan pengawas kelurahan dibentuk kelompok kerja di Panwaslu Kecamatan 
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Pekanbaru Kota?”, ketiga “Apakah kelompok kerja dalam perekrutan pengawas kelurahan 

berjumlah 5-7 orang?”, keempat “apakah kelompok kerja dalam perekrutan pengawas 

kelurahan menggunakan hari kalender?”, kelima “apakah kelompok kerja perekrutan 

pengawas kelurahan melakukan penjaringan secara terbuka?”, keenam “apakah kelompok 

kerja perekrutan pengawas kelurahan memperhatikan keterwakilan perempuan paling 

sedikit 30% dalam setiap tahapan?”. 

Keenam pertanyaan tersebut yang akan menjawab pertama adalah Bapak Yandi selaku 

Ketua Pawanslu Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama menurut Pak Yandi beliau menjawab “Ya pasti dong 

perekrutan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017”. Jawaban 

pertanyaan kedua Pak Yandi menjawab “ Yak arena dengan dibentuknya pokja akan lebih 

terstruktur dan rapi dalam proses perekrutan PKD”. Jawaban pertanyaan ketiga Pak Yandi 

menjawab “ Ya benar untuk kelompok kerja dalam proses perekrutan PKD ada lima sampai 

tujuh orang anggota”. Jawaban pertanyan keempat “ sebenarnya kelompok kerja dalam 

perekrutan PKD ini kerjanya bisa dibilang fleksibel jadi tidak menentu. Begitu ada intruksi 

dari pihak Bawaslu ketika di hari libur maka kami dan anggota pokja harus bekerja”. Jawaban 

pertanyaan kelima “ pasti dalam proses perekrutan semuanya kita lakukan secara 

transparansi”. Jawaban pertanyaan keenam “ ya benar karena berdasarkan peraturan nya 

wanita minimal paling sedikit 30% dibandingkan laki-laki”.  

Selanjutnya enam pertanyaan yang serupa akan dijawab oleh Bapak Fajar dengan 

jawaban sebagai berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama Pak Fajar menjawab “ya perekrutan memang dilakukan 

sesuai UU yang berlaku”. Jawaban pertanyaan kedua beliau menjawab “ya dalam kegiatan 

perekrutan harus dibentuk kelompok kerja yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut”. 

Jawaban pertanyaan ketiga “ya kelompok pokja dalam perekrutan ada 7 orang”. Jawaban 

pertanyaan keempat “tidak karena kegiatan perekrutan biasanya fleksibel”. Jawaban 

pertanyaan kelima “selama yang saya lihat dalam proses perekrutan PKD sejauh ini cukup 

transparansi menurut saya”. Jawaban pertanyaan keenam “ya untuk anggota biasanya 

memang terdiri dari tujuh orang dan dari tujuh orang itu setidaknya ada 30% wanita”. 

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Dewi Mefta selaku Kepala Sekeretariat 

dengan jawaban sebagai berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “ya kita melakukan perekrutan sesuai prosedur yang 

ada”. Jawaban pertanyaan kedua “benar kelompok tersebut pasti dibentuk untuk 

melaksanakan rekrutmen”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya benar setiap kelompok kerja 

terdiri dari 7 orang”. Jabawan keempat “bisa dibilang perekrutan itu sesuai tanggal dan waktu 

yang akan ditentukan oleh pihak Bawaslu jadi tidak menentu apakah itu berada di waktu hari 

kerja atau dihari libur”. Jawaban kelima “ya pastinya kami bekerja dalam perekrutan itu 

secara terbuka”. Jawaban keenam”menurut saya tidak semuanya melakukan melakukan 

perekrutan sesuai ketentuan minimal perempuan 30% paling sedikit”. 

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Wiwit Okavianti dengan jawaban sebagai 

berikut : 
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Jawaban pertanyaan pertama “sejauh ini ada yang tidak melakukan perekrutan sesuai 

UU tapi bukan di Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota, ada dibeberapa daerah yang saya 

lihat”. Jawaban pertanyaan kedua “ya memang sesuai UU yang berlaku”. Jawaban 

pertanyaan ketiga “ya anggota kelompok kerja ada 7 orang”. Jawaban pertanyaan keempat 

“menurut saya dalam perekrutan memang sesuai hari kalender”. Jawaban kelima “ dibilang 

secara terbuka kali itu tidak karena perekrutan ini kan bersifat rahasia”. Jawaban keenam “ ya 

benar paling sedikit perempuan itu 30%”. 

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Fajar Fadly dengan jawaban sebagai berikut: 

Jawaban pertanyaan pertama “ya dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017”. Jawaban pertanyan kedua “ya pasti dibentuk beberapa orang untuk merekrut PKD 

nantinya”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya dibentuk sebanyak 5 atau 7 orang”. Jawaban 

pertanyaan keempat “ya perekrutan dilakukan sesuai hari kalender”. Jawaban pertanyaan 

kelima “ya perekrutan dilakukan secara transparansi atau terbuka”. Jawaban pertanyaan 

keenam “untuk perekrutan PKD kita mewakilkan perempuan paling sedikit 30%”. 

Kemudian pertanyaan akan dijawab oleh Anicha Putri Catrini dengan jawaban sebagai 

berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “ya dilakukan berdasarkan UU yang berlaku tentang 

Pemilihan Umum”. Jawaban pertanyaan kedua “ya dalam perekrutan PKD harus dibentuk 

kelompok kerja”. Jawaban pertanyaan ketiga “tidak menutup kemungkinan seluruh anggota 

Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota ikut dalam proses perekrutan PKD”. Jawaban 

pertanyaan keempat “kalau dibilang bekerja melihat hari kalender sepertinya tidak karena 

bahkan biasanya kami merekrut bisa diluar hari kerja bisa jadi di hari libur”. Jawaban 

pertanyaan kelima “ya perekrutan di saring secara terbuka”. Jawaban pertanyaan keenam 

“biasanya tergantung kondisi anggota juga bahkan kadang ada yang lebih banyak perempuan 

dibanding laki-laki”. 

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Rati Muspa dengan jawaban sebagai berikut: 

Jawaban pertanyaan pertama “ya dilakukan berdasarkan UU tentang Pemilihan 

Umum”. Jawaban pertanyaan kedua “kalau menurut saya sepertinya dalam perekrutan PKD 

itu seluruh anggota Panwaslu ikut serta jadi tidak dibentuk kelompok khusus ini menurut 

pendapat saya”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya ada 7 orang”. Jawaban pertanyaan keempat 

“sepertinya dalam perekrutan PKD tidak begitu memperhatikan hari kalender”. Jawaban 

pertanyaan kelima “ya kami merekrut secara terbuka dan transparansi juga”. Jawaban 

pertanyaan keenam “ya setidaknya paling sedikit ada perempuannya lah”. 

Jadi kesimpulannya pada indikator Input Evaluation adalah Panwaslu Kecamatan 

Pekanbaru Kota sudah melakukan perekrutan Pengawas Kelurahan dengan baik dan efisien 

berdasarkan dari jawaban yang peneliti kumpulkan disaat wawancara kepada informan. 

Konsep Process Evaluation 

Dalam konsep Process Evaluation ada delapan pertanyaan yang peneliti tanyakan 

kepada informan dalam wawancara yaitu : 

Pertanyaan pertama “Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan (PKD) 

melakukan seleksi administrasi sesuai dengan intruski Bawaslu?”. Pertanyaan kedua 

“Apakah dalam seleksi administratif Pokja mempertimbangkan domisili PKD sesuai dengan 
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KTP dan Kelurahan tempat calon pelamar?”. Pertanyaan ketiga “Apakah Pokja 

memperbolehkan adanya pelamar yang mendaftar berbeda dengan kelurahan KTP 

domisili?”. Pertanyaan keempat “Apakah Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota mengadakan 

Pleno untuk mengevaluasi hasil seleksi administratif pelamar?”. Pertanyaan kelima “Apakah 

Panwaslu Kecamatan mengumumkan hasil seleksi administrasi?”. Pertanyaan keenam 

“Apakah Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota melakukan tes wawancara terhadap peserta 

yang dinyatakan lulus administrasi?”. Pertanyaan ketujuh “Apakah Panwaslu Kecamatan 

Pekanbaru Kota menetapkan SK Pengawas Kelurahan terpilih?”. Pertanyaan kedelapan 

“Apakah Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan PKD terpilih?”. 

Delapan pertanyaan tersebut akan dijawab yang pertama oleh Bapak Yandi dengan 

jawaban sebagai berikut : 

Jawaban yang pertama Pak Yandi menjawab “ya dalam proses perekrutan PKD 

nantinya kita lakukan terlebih dahulu seleksi administrasi”. Jawaban pertanyaan kedua “ya 

benar dalam proses seleksi administrasi tim Pokja akan menganalisa dan mengevaluasi 

kembali calon pelamar yang nantinya lulus seleksi administrasi sesuai KTP dan domisili 

Kelurahan tempat si calon pelamar”. Jawaban pertanyaan ketiga “untuk perekrutan PKD ini 

sangat terbuka untuk umum dari mana saja, namun dalam seleksi nantinya pasti yang di 

utamakan calon pelamar yang sesuai dengan domisili”. Jawaban pertanyaan keempat “ya 

dalam evaluasi hasil seleksi tentunya sebelum pengumuman hasil kami mengadakan rapat 

untuk mempertimbangkan beberapa calon pelamar yang akan lulus untuk ke tahap 

berikutnya”. Jawaban pertanyaan kelima “ya untuk pengumuman kelulusan pihak Panwaslu 

Kecamatan juga memberi tahukan kelulusan”. Jawaban pertanyaan keenam “ya Panwaslu 

Kecamatan Pekanbaru Kota wajib melakukan tes wawancara kepada peserta yang dinyatakan 

lulus administrasi”. Jawaban pertanyaan ketujuh “benar nantinya bagi pelamar yang lulus 

sampai tahap wawancara akan ada keluar SK nya”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya kita 

juga melakukan pelantikan kepada PKD yang dinyatakan lulus yang nantinya juga dilakukan 

bersama pihak Bawaslu”. 

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Faisal Al-Fahreza dengan jawaban 

sebagai berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “benar perekrutan PKD dilakukan sesuai intruksi pihak 

Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “tidak, karena ada beberapa calon pelamar juga yang 

mendaftar diluar domsili nya jadi dilebih utamakan yang sesuai domisili saja ”. Jawaban 

pertanyaan ketiga “ ya boleh saja tapi kembali lagi kepada keputusan pihak Panwaslu 

Kecamatan apakah calon tersebut bisa lanjut ke tahap berikutnya”. Jawaban pertanyaan 

keempat “benar kita melakukan pleno atau rapat seluruh anggota Panwaslu Kecamatan 

Pekanbaru Kota untu mengevaluasi hasil seleksi administrasi”. Jawaban pertanyaan kelima 

“ya pasti Panwaslu Kecamatan yang akan mengumumkan hasil seleksi”. Jawaban pertanyaan 

keenam “ya tes wawancara juga menjadi point penting bagi yang sudah lulus”. Jawaban 

pertanyaan ketujuh “ya benar Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota yang menetapkan SK 

PKD”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya semua anggota PKD yang dinyatakan lulus akan 

dilantik oleh Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota”. 

Selanjutnya akan menjawab pertanyaan adalah Dewi Mefta beliau memberikan jawaban 

sebagai berikut : 
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Jawaban pertanyaan pertama “ya dalam perekrutan PKD dilakukan sesuai dengan 

intruksi Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya pasti ada bahan pertimbangan “. Jawaban 

pertanyaan ketiga “siapapun boleh mendaftar”. Jawaban pertanyaan keempat “ya, setiap 

proses seleksi yang di lewati seluruh anggota Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota 

mengadakan rapat”. Jawaban pertanyaan kelima “ya kita yang akan mengumumkan hasil 

seleksi administrasi kepada pelamar”. Jawaban pertanyaan keenam “ya setiap pelamar yang 

lulus seleksi administrasi diwajibkan untuk lanjut ke tahap tes wawancara”. Jawaban 

pertanyaan ketujuh “ya untuk SK PKD ditetapkan oleh pihak Panwaslu Kecamatan 

Pekanbaru Kota”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya seluruh anggota PKD yang dinyatakan 

lulus akan dilantik”. 

Kemudian pertanyaan akan dijawab oleh Wiwit Oktavianti dengan jawaban sebagai 

berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “ya kelompok Pokja melakukan seleksi administrasi 

sesuai dengan intruksi Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya pasti nya akan 

dipertimbangkan”. Jawaban pertanyaan ketiga “sebenarnya kalau menurut saya tidak semua 

Pokja memperbolehkan pelamar yang diluar dari domisili”. Jawaban pertanyaan keempat “ya 

pihak Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota memang mengadakan rapat untuk mengevaluasi 

hasil seleksi administrative pelamar”. Jawaban pertanyan kelima “ya benar “. Jawaban 

pertanyaan keenam “ya peserta pasti akan diwawancara”. Jawaban pertanyaan ketujuh “ya 

SK akan di tetapkan nantinya oleh pihak Panwaslu Kecamatan”. Jawaban pertanyaan 

kedelapan “ya untuk pelamar yang lulus akan dilantik”. 

Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan adalah Fajar Fadly dengan jawaban 

sebagai berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “ya sesuai intruksi pihak Bawaslu”. Jawaban pertanyaan 

kedua “ya pasti ada pasti ada beberapa pertimbangan”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya 

pendaftaran terbuka untuk umum”. Jawaban pertanyaan keempat “ya kami selalu 

mengadakan rapat pada tiap tahap proses seleksi nya”. Jawaban pertanyaan kelima “ya setiap 

yang lulus dalam tahap seleksi apapun kami umumkan”. Jawaban pertanyaan keenam “untuk 

pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi nantinya tentu akan di tes wawancara 

juga karena tahap tersebut adalah menentukan kelulusan akhir”. Jawaban pertanyaan ketujuh 

“ya SK memang dibuat dan di keluarkan oleh pihak Panwaslu Kecamatan”. Jawaban 

pertanyaan kedelapan “ya pelantikan memang dilakukan untuk PKD”. 

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Anicha Putri Catrini dengan jawaban sebagai 

berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “ya untuk tahap pertama memang dilakukan seleksi 

administrasi dahulu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya untuk pertama yang lebih 

petimbangkan yaitu calon pelamar PKD yang domisilinya sesuai dengan kelurahan”. Jawaban 

pertanyaan ketiga “ya boleh , untuk siapa pun boleh melamar”. Jawaban pertanyaan keempat 

“ya setiap tahap seleksi kami mengadakan rapat pleno bersama anggota Panwaslu 

Kecamatan”. Jawaban pertanyaan kelima “ya kelulusan akan di umumkan oleh pihak 

Panwaslu”. Jawaban pertanyaan keenam “ ya tes wawancara juga merupakan salah satu 

bentuk dari syarat kelulusan “. Jawaban pertanyaan ketujuh “ya SK PKD nantinya 
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dikeluarkan oleh pihak Panwaslu”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya PKD nantinya akan 

dilantik”. 

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Rati Muspa beliau menjawab sebagai berikut 

: 

 Jawaban pertanyaan pertama “ya untuk perekrutan PKD dilakukan sesuai arahan 

Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “kalau pendapat saya Pokja tidak selalu 

mempertimbangkan Domisili apakah sesuai dengan KTP dan domisilinya”. Jawaban 

pertanyaan ketiga “kalau menurut saya seharusnya Pokja tidak memperbolehkan pelamar 

diluar domisili”. Jawaban pertanyaan keempat “ya rapat pleno memang diadakan setiap 

tahap proses seleksi”. Jawaban pertanyaan kelima “ya semua tahap seleksi akan diumumkan 

hasilnya”. Jawaban pertanyaan keenam “tentunya wawancara juga dilakukan untuk peserta 

yang dinyatakan lulus”. Jawaban pertanyaan ketujuh “SK memang dikeluarkan oleh pihak 

Panawaslu Kecamatan”. Jawaban pertanyan kedelapan “ya semua peserta yang lulus akan 

dilantik”. 

Jadi kesimpulannya pada indikator Process Evaluation adalah Panwaslu Kecamatan 

Pekanbaru Kota sudah melaksanakan acara dan kegiatan perekrutan PKD sesuai prosedur 

yang diliha berdasarkan dari jawaban para informan dalam wawancara yang peneliti lakukan. 

Konsep Product Evaluation 

Dalam Product Evaluation terdapat dua pertanyaan yang peneliti ajukan kepada pihak 

informan dalam wawancara yang dilakukan yaitu : 

Pertanyaan pertama adalah “Apakah seluruh tahapan perekrutan PKD telah dilakukan 

oleh Pokja sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Kota Pekanbaru?”. Pertanyaan kedua adalah 

“Apakah Pokja telah menyerahkan laporan perekrutan PKD kepada Bawaslu Kota 

Pekanbaru?”. 

Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Bapak Yandi dengan jawaban sebagai berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “ya tahapan perekrutan PKD  dilakukan Pokja sesuai 

intruksi dari Bawaslu Kota”. Jawaban pertanyaan kedua “ya Pokja sudah menyerahkan 

laporab perekrutan Pkd ke pihak Bawaslu Kota Pekanbaru?”. 

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Faisal Al-Fahreza dengan jawaban 

sebagai berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “ya benar, seluruh tahapan perekrutan PKD sesuai arahan 

oleh Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya laporan perekrutan PKD wajib diserahkan 

kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru”. 

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh  Dewi Mefta dengan jawaban sebagai berikut 

: 

Jawaban pertanyaan pertama “ya segala bentuk proses dalam perekrutan Pokja 

dilakukan sesuai intruksi Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya nantinya Pokja akan 

menyerahkan laporan perekrutan PKD setelah seluruh proses seleksi selesai dilakukan 

kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru”. 
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Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Wiwit Oktavianti dengan jawaban sebagai 

berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “kalau yang saya tau Pokja belum seutuhnya melakukan 

perekrutan sesuai arahan Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “pada saat perekrutan saya 

tidak begitu melihat apakah Pokja menyerahkan laporan perekrutan PKD kepada pihak 

Bawaslu Kota Pekanbaru”. 

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Fajar Fadly dengan jawaban sebagai berikut: 

Jawaban pertanyaan pertama “ya seluruh tahap perekrutan PKD yang dilakukan Pokja 

sesuai arahan Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya tentu Pokja sudah menyerahkan 

laporan PKD ke Bawaslu Kota Pekanbaru”. 

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Anicha Putri Catrini dengan jawaban sebagai 

berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “sependapat saya saat ini Pokja belum melakukan 

perekrutan PKD sesuai arahan Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “untuk pelaporan 

perekrutan PKD saya tidak mengetahuinya apakah Pokja sudah melaporakna atau belum”. 

Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Rati Muspa beliau menjawab sebagai berikut : 

Jawaban pertanyaan pertama “menurut saya sejauh ini Pokja sudah melakukan tahap 

perekrutan PKD sesuai arahan dari pihak Bawaslu Kota Pekanbaru”. Jawaban pertanyaan 

kedua “ya tentu , setelah semua tahap seleksi yang sudah dilakukan oleh Pokja nantinya akan 

diserahkan laporannya kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru”. 

Jadi untuk kesimpulan pada indikator Product Evaluation yang peneliti ambil dari hasil 

wawancara yang peneliti lakukan kepada informan adalah pihak Pokja dari Panwaslu Kota 

Pekanbaru sudah melakukan perekrutan dengan baik karena pihak Pokja sudah melakukan 

tahapan perekrutan hingga sampai ke tahap pelaporan perekrutan PKD sesuai dengan arahan 

atau intruksi dari pihak Bawaslu Kota Pekanbaru yang nantinya akan di serahkan kepada 

pihak Bawaslu Kota Pekanbaru. 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan 

sebanyak tujuh orang menyatakan Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota sudah melakukan 

penerimaan Pengawas Kelurahan/Desa sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Dan 

Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota juga sudah melakukan kegiatan perekrutan Pengawas 

Kelurahan/Desa sesuai prosedur dan secara efisien mulai dari tahap awal proses seleksi 

hingga ke tahap akhir pelaporan kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat 

peneliti simpulkan dari empat indikator yaitu konsep Contest Evaluation, konsep Input 

Evaluation, konsep Process Evaluation, dan konsep Product Evaluation. 
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